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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a bahwa untuk menjamin proses pemeriksaan dan 

penjatuhan hukuman disiplin dan pemberhentian karena 

tindak pidana dilakukan secara obyektif, seksama, 

memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan nilai-nilai hak asasi 

manusia, serta dapat dilakukan secara tepat guna dan 

berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan 

hukuman disiplin dan pemberhentian karena tindak 

pidana bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia; 

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan 

Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif bagi Pegawai 

di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu 

diganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan 

Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 

DAN PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK PIDANA BAGI 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK 

ASASI MANUSIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati 

kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di 

dalam maupun di luar jam kerja. 

2. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

3. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri 

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik yang 

berada di pusat maupun di daerah. 

4. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat 

ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas 

terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya 

berupa keberatan atau banding administratif. 

5. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat 

ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas 

terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat 

yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat 

yang berwenang menghukum. 
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6. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang 

dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas 

terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian 

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 

menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. 

7. Pemberhentian Karena Tindak Pidana adalah tindakan 

yang dikenakan kepada Pegawai yang terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan pidana. 

8. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat 

yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat 

perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin 

dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang 

dan/atau berat. 

9. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian 

kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan 

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan. 

10. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah lembaga yang 

menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian 

sebagai akibat pelanggaran disiplin. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

12. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat 

yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

13. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai 

yang diperiksa. 
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Pasal 2 

(1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran 

Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Hukuman Disiplin ringan; 

b. Hukuman Disiplin sedang; dan 

c. Hukuman Disiplin berat. 

 

Pasal 3 

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai dilakukan 

oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.  

(2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Presiden; 

b. Menteri; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan 

e. Pejabat Administrasi. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. pemanggilan Pegawai; 

b. pemeriksaan Pegawai; 

c. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan; 

d. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; 

e. Upaya Administratif; 

f. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan 

Penjatuhan Hukuman Disiplin; 

g. Pemberhentian karena tindak pidana; dan 

h. pembatasan hak kepegawaian. 

 

 

 

 

 


